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ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara yang baru
merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tidak hanya merepresentasikan
perpindahan administratif, tetapi juga mencerminkan visi pembangunan jangka
panjang Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan
modernitas. Penelitian ini membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui
sudut pandang maqasid al-shari’ah kontemporer, dengan menitikberatkan pada tiga
aspek utama: hifz al-mal, hifz al-mujtama’, dan hifz al-bi’ah. Sebagai proyek
strategis nasional, pembangunan IKN memiliki dampak multidimensional yang
menyangkut keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta kelestarian lingkungan.

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif-
historis dari dokumen IKN dan wacana magasid kontemporer, di mana penelitian
ini menganalisis sejauh mana kebijakan pembangunan IKN merepresentasikan
prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui telaah
terhadap sumber data primer dan sekunder, serta studi-studi akademik yang relevan.
Kajian IKN dan mas/ahah dikumpulkan menggunakan teknik searching, collection,
dan check-list dengan analisis data struktural, historis, dan kritik ideologis.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, eksistensi maslahah dalam
pengambilan kebijakan publk dalam Islam berperan sebagai prinsip normatif yang
menuntun pada tercapainya kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), di mana
kebijakan diklaim relevan dengan mas/ahah jika dilakukan secara partisipatif,
transparan, dan berkeadilan. Kedua, kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN) mencerminkan prinsip mas/ahah secara parsial melalui pemenuhan aspek
hifz al-mal, hifz al-mujtama’, dan hifz al-bi’ah, meskipun masih ditemukan
tantangan terkait ketimpangan sosial, potensi kerusakan lingkungan, dan
keterbatasan partisipasi masyarakat lokal yang menuntut evaluasi secara lebih
komprehensif dan partisipatif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Mas/ahah, Ibu Kota Nusantara.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah inisiatif strategis pemerintah
Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah
Kalimantan Timur. Realisasi proyek ini diwujudkan melalui pengesahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN),
yang dipandang sebagai langkah signifikan dalam upaya redistribusi
pembangunan, pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, dan pemerataan
ekonomi di luar Pulau Jawa.! Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak
terlepas dari perhatian dan kritik pro serta kontra dari berbagai pihak, terutama
terkait dengan potensi dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan seperti
lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi sosial.

Diskursus pro dan kontra terhadap proyek pemindahan Ibu Kota
Nusantara merupakan isu yang signifikan untuk dikaji secara mendalam dengan
mempertimbangkan aspek obyektivitas dan kepentingan strategis para
pemangku kebijakan. Narasi yang mendasari proyek ini kerap berorientasi pada
tujuan pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa serta upaya untuk
mengatasi stigmatisasi Jawa sentris.> Namun demikian, terdapat sejumlah kritik

yang perlu menjadi perhatian, seperti potensi dampak lingkungan yang

I Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota
Nusantara,” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 2, no. 2 (2022): 215.

2 Ade Andriani dan Surya Hady Winata, “Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4,
no. 3 (2023): 400—401.



signifikan, kurangnya partisipasi masyarakat lokal, serta ketidakpastian
mengenai keberlanjutan proyek di tengah tantangan ekonomi global.

Ketimpangan ekonomi pada sebuah proyek pembangunan dapat
memperbesar disparitas antarwilayah yang berpotensi memicu permasalahan
multidimensi jika tidak diatasi melalui kebijakan yang tepat. Dalam konteks
pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah berupaya mengurangi disparitas
wilayah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
nasional. Ketimpangan ini terlihat jelas dari distribusi populasi, di mana 56%
penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sedangkan wilayah lain, kecuali
Sumatera (21,78%), memiliki persentase penduduk di bawah 10%.
Ketimpangan yang signifikan ini menjadikan pemindahan Ibu Kota Nusantara
ke luar Pulau Jawa sebagai upaya potensial untuk mengurangi ketimpangan
tersebut. Jika perencanaan dilakukan secara matang, pemindahan Ibu Kota
Nusantara diproyeksikan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 0,1-0,2% dalam kurun waktu lima tahun melalui dorongan
investasi baru.’

Percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diartikan
sebagai upaya sadar pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan pusat
pertumbuhan ekonomi baru yang modern, berkelanjutan, inklusif, serta
mendorong pemerataan wilayah. Sejalan dengan itu, pembentukan Ibu Kota

Nusantara dirancang untuk menjadi kota penggerak ekonomi masa depan,

3 Reni Ria dan Siti Aisa, “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu kota Terhadap Ekonomi di
Indonesia,” At-Tawasshuth: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 (2020): 186—187.



berkelanjutan dunia, dan simbol identitas nasional dengan mengusung sinergi
superhub yang mengintegrasikan sinergi tenaga kerja, infrastruktur, tata ruang,
sumber daya, dan jaringan untuk memaksimalkan peluang kerja.* Transformasi
ini diharapkan menciptakan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat
setempat, seperti pergeseran mata pencaharian, restrukturisasi ekonomi lokal,
distribusi manfaat ekonomi, serta mengimplementasikan prinsip keadilan
lingkungan dalam pembangunan.

Prinsip keadilan lingkungan dalam sebuah pembangunan memiliki
dampak yang signifikan, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota
Nusantara. Sebagai proyek berskala besar dan kompleks, pembangunan Ibu
Kota Nusantara memengaruhi keberlanjutan lingkungan sekaligus keadilan
sosial, dengan menekankan integrasi antara konsep keadilan dan keberlanjutan
ekosistem. Namun, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur
memunculkan kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan yang besar,
seperti deforestasi, degradasi lahan, gangguan terhadap kestabilan ekosistem,
meningkatnya risiko bencana alam, serta perubahan iklim yang signifikan.’

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL
KLHK, Herban Heryandana, menyatakan bahwa luas total kawasan hutan yang

akan dilepaskan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 36.873

4 Adrian Fernando Simangunsong, ‘“Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota
Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls,” Jurnal Pertanahan 13, no. 1
(2023): 68.

5 Mansyur Hidayat, Stenly Fiktor Metem Sauyai, dan Gunawan Santoso, “Tinjauan Konsep
Keadilan dalam Konteks Keberlanjutan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem: Studi Kasus
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” Jurnal Pendidikan Transformatif 2, no. 3 (2023): 324.



hektare.® Pelepasan itu dipastikan berdampak signifikan terhadap kelangsungan
hidup flora dan fauna di wilayah tersebut. Selain itu, alih fungsi lahan juga
memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat,
khususnya dalam hal ketahanan dan kedaulatan pangan, mengingat mayoritas
penduduk lokal bergantung pada sektor perkebunan dan pertanian. Partisipasi
masyarakat dalam proses ini dinilai belum memadai, dengan keterbatasan akses
terhadap sumber daya alam dan minimnya keterlibatan mereka dalam proses
kebijakan yang diputuskan. Padahal, perlindungan hak-hak masyarakat atas
tanah dan SDA tidak hanya menjadi akuntabel hukum negara, tetapi juga
merupakan fundamental dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan
keadilan sosial.’

Fenomena ketidaksetaraan dampak lingkungan ini mengacu pada
kenyataan bahwa dampak lingkungan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara
tidak terdistribusi secara merata di antara berbagai kelompok masyarakat.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam dialog terkait proyek
relokasi Ibu Kota Nusantara menunjukkan ketimpangan, di mana pemerintah
berperan sebagai subjek yang menyampaikan informasi, sedangkan masyarakat
lokal diposisikan sebagai objek penerimanya. Proses sosialisasi dan komunikasi
satu arah ini rentan menimbulkan tekanan terhadap masyarakat lokal sebagai

pihak yang kurang memiliki kekuasaan, yang dalam kajian sosial sering disebut

® Yulius Yohanes dkk., “Analisis Potensi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Ibu
Kota Nusantara (IKN),” Jurnal lImu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2, no. 5 (2024): 132.

7 Priyo Handoko dan Elva Imeldatur Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga
Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” dalam Pendekatan Sosial
Pemindahan IKN Nusantara, vol. 1 (Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan: PKSN,
2022), 26-27.



sebagai tindakan strategis. Dalam teori tindakan komunikatif, pemerintah
cenderung menutup ruang diskusi dan negosiasi dengan langsung
mensosialisasikan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah
matang, tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk
menyampaikan pendapat atau berkontribusi dalam proses perencanaan.®

Dari beberapa analisis terhadap ketimpangan sosial-ekonomi,
lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal, pembangunan Ibu Kota Nusantara
ini membuka peluang untuk mengevaluasi sejauh mana proyek ini memberikan
dampak positif dan kemaslahatan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia
Emas 2045. Sebagai kota yang berorientasi di kancah internasional dan
stimulator ekonomi masa depan, pembangunan Ibu Kota Nusantara membawa
perubahan besar dalam penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta
pengelolaan sumber daya alam. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi
beban DKI Jakarta, yang dinilai telah melampaui kapasitasnya sebagai pusat
pemerintahan.

Upaya strategis menuju visi Indonesia Emas 2045 tersebut tidak hanya
berfungsi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga
mencerminkan penerapan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan
kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dalam perspektif Islam, kebijakan publik

yang berdampak luas pada masyarakat harus berlandaskan prinsip

kemaslahatan umum, yang merupakan salah satu tujuan dari magqasid al-

8 Ismada Firdaus, “Urgensi Penciptaan Ruang Publik untuk Mewujudkan Pembangunan
yang Demokratis dalam Proyek Relokasi Ibu Kota Negara (IKN),” dalam Pendekatan Sosial
Pemindahan IKN Nusantara, vol. 1 (Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan: PKSN,
2022), 21-22.



shari’ah. Maslahah diartikan sebagai bagian fundamental dalam prinsip
keilmuan Islam yang berfungsi sebagai pemandu kebijakan dan keputusan yang
memberikan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, maslahah memainkan peran yang
sangat esensial untuk mengonfirmasi bahwa kebijakan yang diambil oleh
pemerintah selaras dengan kepentingan umum dan memberikan manfaat
optimal.” Namun pada praktiknya, penerapan prinsip ini kerap diabaikan atau
tidak diprioritaskan. Hal ini memicu perdebatan mengenai relevansi mas/ahah
di era modern, di mana pengambilan keputusan publik dihadapkan pada
tantangan kompleks seperti globalisasi, demokratisasi, dan pluralisme. Contoh
nyata dari ketimpangan ini terlihat dalam proses relocation of the capital city
dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi
di Kalimantan Timur, yang menjadi bagian penting dari proyek besar dalam
sejarah pembangunan nasional. Pemindahan yang cukup besar ini kemudian
memunculkan ruang perdebatan, terutama ketika mas/ahah dipahami sebagai
kepentingan mayoritas tanpa mempertimbangkan hak-hak individu atau
kelompok minoritas.

Penetapan mas/ahah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam
sebuah kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan legitimasi,
khususnya dalam menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah dapat

dianggap sah dan relevan dengan prinsip masl/ahah atau tidak? Sedangkan

® Maulana Hafidz Pratama, Andre Kurniawan, dan M Nabil Alifah, “Relanvansi Konsep
Al-Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik,” Tabayyun: Journal of Islamic Studies 2, no.
2 (2024): 446.



sering kali kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai
serta kurang memperhatikan aspek transparansi dan keterlibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada aspek
hidup mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali dianggap
kurang representatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta
aspirasi masyarakat yang terdampak.

Hal ini relevan dengan konsep negara dan pemerintahan dalam Islam
yang merupakan suatu ijtthad di mana hal tersebut mencerminkan upaya
pemikiran spekulatif-rasional untuk merumuskan landasan intelektual dan
normatif yang berakar pada maqgasid al-shari’ah. Negara dipandang sebagai
instrumen utama untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umat
dan mencegah kerusakan dengan mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan
perlindungan hak asasi manusia.'® Sebagai organisasi tertinggi dalam
masyarakat, negara memiliki peran strategis dalam menciptakan persatuan,
mengelola wilayah dengan kedaulatan, dan memastikan bahwa kebijakan yang
diambil selaras dengan prinsip masl/ahah demi memenuhi kebutuhan lahiriah
dan batiniah rakyat sesuai nilai-nilai Islam.

Dalam konteks Islam, konsep negara dikaitkan dengan fikih siyasah
yang mampu memberikan panduan penting dalam merumuskan dan
menerapkan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip keadilan,

kesejahteraan rakyat, serta penegakan hukum yang seimbang antara hak dan

10 Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri, “Konsep-Konsep Negara Dalam Figih
Siyasah,” Jurnal Farabi 19, no. 1 (2022): 1.



kewajiban masyarakat maupun pemerintah. Prinsip kemaslahatan menjadi inti
dalam fikih siyasah, menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), distribusi keadilan yang merata, serta kesejahteraan sosial
yang inklusif. Perspektif ini sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan
publik, termasuk dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, untuk
memastikan kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat secara

holistik dan berorientasi pada manfaat yang nyata.'!

. Rumusan Masalah

Menganalisis latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dapat
merumuskan beberapa permasalahan utama terkait kebijakan publik dalam
pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan perspektif maqasid al-shari’ah
kontemporer, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi maslahah dalam pengambilan kebijakan publik dalam
Islam?
2. Bagaimana kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif

maslahah?

. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini
berupaya untuk mengungkap proses perkembangan dan pengambilan kebijakan
publik dalam perspektif Islam serta menganalisis kebijakan pembangunan Ibu

Kota Nusantara (IKN) melalui pendekatan mas/ahah, guna menilai sejauh mana

" Ibid., 7-9.



kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang esensial dalam
hukum Islam.

Adapun signifikansi penelitian ini dalam ranah diskusi akademik
tercermin melalui kontribusinya terhadap pengayaan prinsip maqgasid al-
shari’ah, khususnya ketika merespons fase perluasan pendekatan dan
aplikasinya. Penelitian ini berupaya melengkapi ruang-ruang perdebatan serta
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih didominasi oleh
perspektif sebagian ulama klasik. Oleh karena itu, magasid al-shari’ah tidak
hanya diposisikan sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai instrumen
evaluatif yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, pendekatan ini dapat
diberlakukan dalam penelitian-penelian selanjutnya guna merespons isu-isu

kontemporer yang berkembang dalam diskursus hukum Islam.

. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Ibu Kota Nusantara dalam pemberitaan telah menjadi
sorotan penting dalam kajian hukum dan media, terutama terkait dengan
partisipasi masyarakat lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan ini harus mempertimbangkan kepentingan dan eksistensi masyarakat
lokal, agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menguntungkan
pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi sesama. Di
Indonesia, studi mengenai hal ini masih terbatas, tetapi penelitian yang tersedia
menunjukkan pola yang serupa dengan apa yang terjadi secara global. Kajian

literatur ini juga akan mengeksplorasi berbagai penelitian yang berkaitan
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dengan penetapan maslahah dalam maqasid al-shari’ah pada sebuah kebijakan
publik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kebijakan publik dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
memunculkan ruang perdebatan publik, seperti isu kemampuan negara dalam
membiayai proyek serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan IKN sangat penting untuk
menghindari konflik dan memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan
masyarakat lokal dan sekitarnya. Penelitian Yusqiy Ahliyan'?> mengemukakan
bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah tercantum dalam undang-
undang menuai kritik karena dianggap mengurangi semangat demokrasi dan
desentralisasi yang menjadi dasar reformasi pemerintahan daerah di Indonesia.
Sistem otorita dalam konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara ini cenderung
otokrasi dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam penentuan kebijakan.
Penelitian ini relevan dengan penelitian Ismada Firdaus'® yang mengungkapkan
bahwa pentingnya menciptakan ruang publik guna mendukung pembangunan
yang demokratis dalam proyek relokasi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan
Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pra pembangunan, demokrasi
yang terjadi masih sangat bersifat semu. Masyarakat lokal hanya dilibatkan
secara pasif sebagai pendengar tanpa diberi peluang untuk terlibat aktif dalam

pengambilan keputusan, menjadikan komunikasi lebih bersifat satu arah.

12 Yusqiy Ahliyan, “Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022,” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 2, no. 2
(2022): 245-262.

13 Firdaus, “Urgensi Penciptaan Ruang Publik Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang
Demokratis Dalam Proyek Relokasi Ibu Kota Negara (IKN),” 19-24.
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Penelitian Priyo Handoko dan Elva Imeldatur'* lebih spesifik lagi
mengamati bagaimana perlindungan hukum bagi warga lokal yang terdampak
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa
pembangunan Ibu Kota Nusantara membawa perubahan budaya, sosial, dan
ekonomi yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran hak-hak warga lokal
seperti hak atas tanah, lingkungan, dan mata pencaharian. Temuan ini sejalan

dengan penelitian Umar dan Abdus Sair'®

yang menyoroti pentingnya
menciptakan ruang deliberasi hukum yang bersifat partisipatif, egaliter, dan
bebas dominasi. Proses ini melibatkan dialog terbuka antara pemerintah dan
masyarakat lokal untuk mencapai konsensus yang lebih adil.

Kedua penelitian tersebut kemudian diimbangi oleh penelitian Letizia
dan Adinda'® yang menemukan bahwa mayoritas masyarakat (65,7%)
mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, sementara sisanya
(34,3%) menolaknya. Sebagian besar pendukung percaya bahwa pemindahan
ibu kota dapat menjadi solusi untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di
luar Pulau Jawa dengan memprioritaskan kemaslahatan umum. Di sisi lain,

pthak yang menentang menyoroti risiko seperti pengeluaran besar,

kemungkinan deforestasi, dan ancaman terhadap lingkungan.

4 Handoko dan Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” 25-29.

!5 Umar Sholahudin dan Abdus Sair, “Pembangunan IKN, Konflik Agraria, dan Ruang
Deliberasi Hukum,” dalam Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara, vol. 1 (Konferensi
Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan: PKSN, 2022), 110-114.

16 Letizia Dyastari dan Adinda Alifah Candra, “The Role and Response of the People of
East Kalimantan Regarding the Transfer of the National Capital,” International Journal Of
Education, Social Studies, And Management (IJESSM) 2, no. 2 (2022): 92—-100.
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Dari beberapa penelitian yang secara umum membahas perihal
kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan masyarakat lokal, penelitian
Fitriyani dkk!” lebih spesifik menunjukkan bahwa konsep negara dalam
pandangan fikih siyasah bukan sekedar menjadi organisasi politik, namun bisa
pula menjadi alat yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia baik secara
fisik maupun spiritual. Negara ideal berdasarkan fikih siyasah memiliki prinsip-
prinsip utama seperti prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, musyawarah, hak dan
kewajiban negara serta rakyat, dan prinsip keadilan. Penelitian ini dikuatkan
oleh temuan Maulana dkk'® yang menunjukkan bahwa konsep mas/ahah
memiliki relevansi yang kuat dalam kebijakan publik di suatu negara karena
memberikan kerangka untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan
keadilan sosial. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai sektor,
seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan lingkungan
hidup.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip mas/ahah dalam magqasid al-
shari’ah menawarkan kerangka nilai dan prinsip etis yang mendalam untuk
merumuskan, mengevaluasi, dan memberlakukan kebijakan yang diarahkan
untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia secara
universal. Studi tentang maqasid al-shari’ah dalam kebijakan publik
mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip seperti maslahah mujtama’ dan

maslahah ‘ammah menjadi landasan filosofis dan operasional bagi pembuatan

17 Fitriyani, Basir, dan Fansyuri, “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah,” 1-15.
18 Pratama, Kurniawan, dan Alifah, “Relanvansi Konsep Al-Mashlahah Dalam
Pembentukan Kebijakan Publik,” 445—447.
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kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.'?

Pendekatan maqgasid dalam hal ini memiliki karakteristik utama berupa
fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam
konteks tata kelola dan perumusan kebijakan publik, yang menjadi ranah
aplikatif yang signifikan bagi pengembangan teori ini. Para pemikir
kontemporer berupaya merekonstruksi tujuan-tujuan dasar maqgasid agar tetap
relevan dengan dinamika kehidupan modern. Tujuan-tujuan tersebut mencakup
penekanan pada nilai-nilai etika Islam serta urgensi penyediaan ruang publik
yang aman sebagai wadah ekspresi kebebasan tersebut. Dalam hal ini, magasid
al-shari’ah berfokus pada kerangka normatif untuk menjamin tercapainya
maslahah dan terhindarnya mafsadah, sehingga kebijakan yang dirumuskan
tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi
terhadap pembangunan sosial, moral, dan spiritual masyarakat secara
berkelanjutan.*

Konsep masiahah dapat ditemui dalam penelitian Akbar dan Ridzwan?!
yang menyatakan bahwa konsep maslahah dan mafsadah memiliki kaitan yang
sangat erat dalam upaya mencapai maslahah yang substantif serta maksud

syara’. Oleh karena itu, penerapan konsep maslahah dan mafsadah dalam

sebuah keputusan perlu dianalisis dan diseimbangkan secara cermat melalui

19 Basma I Abdelgafar, Public Policy Beyond Traditional Jurisprudence: A Magqasid
Approach (London: IIIT Books in Brief, 2018), 3—4.

20 Ibid., 11.

2! Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-
Ghazali,” Tsaqafah 13, no. 2 (2018): 353-368.
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proses tarjih sebelum menyatakan sesuatu itu merupakan sebagai mas/ahah atau
mafSadah. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Muhammad dan Parman??
yang mengemukakan bahwa jika unsur mas/lahah dalam sebuah praktik
kebijakan publik memiliki peran yang lebih besar daripada mafsadah, maka
tindakan yang termasuk kategori ini ditetapkan dalam syariat untuk
dilaksanakan.

Dari berbagai studi sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara
telah menjadi fokus kajian yang menyoroti isu-isu partisipasi masyarakat lokal,
dampak sosial-ekonomi, perlindungan hukum, serta potensi kemunduran nilai-
nilai demokrasi dan desentralisasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
pembangunan Ibu Kota Nusantara cenderung minim keterlibatan publik secara
substantif, serta mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam penelitian
yang lain menekankan pentingnya menimbang antara mas/ahah atau mafsadah
dalan pengambilan kebijakan publik. Meskipun demikian, kajian-kajian
tersebut cenderung bersifat normatif dan belum menawarkan pendekatan
analitis yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid al-
shari’ah dalam menilai kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memosisikan diri sebagai
pengembangan konseptual dan aplikatif terhadap studi-studi terdahulu dengan
memanfaatkan magqasid al-shari’ah sebagai kerangka evaluatif utama,

khususnya melalui pembedaan dan penilaian kritis antara unsur mas/ahah yang

22 Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Perbandingan Maslahah dan
Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru,” A/ Iqtishodiyah
Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2022): 67-80.
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melekat dalam kebijakan pembangunan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan kontribusi teoritis dengan membangun kerangka analisis kebijakan
yang berbasis pada nilai-nilai dasar syariah, serta kontribusi praktis dalam
bentuk penilaian terhadap arah dan implementasi kebijakan publik agar sejalan
dengan prinsip kemaslahatan universal. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya mengisi kekosongan kajian sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan

pendekatan magasid dalam ranah kebijakan publik kontemporer di Indonesia.

E. Kerangka Teoretis

Teori maslahah pada konsep maqasid al-shari’ah menjadi dasar
kerangka berfikir dalam penelitian ini. Konsep mas/ahah erat kaitannya dengan
pembahasan tentang maqasid al-shari’ah, yang merujuk pada hikmah serta
makna yang terkandung pada setiap ketetapan hukum yang disyariatkan oleh
Allah SWT. baik secara keseluruhan maupun dalam sebagian besar aturan-
Nya.?® Dalam konteks ini, hukum Islam tidak sebatas diinterpretasikan secara
normatif-teologis, tetapi juga sebagai respons dinamis terhadap realitas sosial.
Hal ini menjadi semakin relevan ketika memasuki pembahasan mengenai
dinamika perubahan pendekatan dalam magasid al-shari’ah yang muncul akibat
adanya a/l-hadath (peristiwa besar), yaitu perubahan sosial, politik, dan budaya
yang signifikan. Perubahan ini kemudian mendorong terbentuknya pendekatan
baru yang mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap realitas

kontemporer. Maka dari itu, diskursus magasid tidak cukup berhenti pada

2> Al Jum’ah, “ Tartib Al-Maqasid al-Shari’ah” (Abhath wa Waqai’ al-Mu’tamar al-’Am
al-Thani wa al-’Ishrin, Mesir: al-Majlis al-A’la Ii al-Shuun al-Islamiyyah, t.t.), 2.
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tataran teoritis, melainkan harus bertransformasi menjadi aksi praksis yang
relevan dengan kebutuhan zaman.?* Dalam kerangka ini pula, terjadi
reinterpretasi terhadap makna magqgasid, seperti hifz al-mal yang kini dipahami
lebih luas sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan, serta rekonstruksi terhadap kulliyyah al-khamsah menjadi lebih
inklusif dengan memasukkan dimensi-dimensi baru seperti Aifz al-daulah, hitz
al-bi’ah, al-musawah, al-hurriyyah, dan lainnya, sebagai bentuk respons
terhadap kompleksitas dan tantangan kehidupan modern.

Magqasid al-shari’ah dalam hal ini memiliki peran yang sangat
fundamental karena menjadi salah satu pendekatan dalam proses istinbat serta
perumusan hukum. Mengingat signifikansinya, para ulama ushul fikih sepakat
menjadikan pemahaman terhadap maqgasid al-shari’ah sebagai kualifikasi
esensial bagi mereka yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad. Dalam konteks
tersebut, konsep ini berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik yang
tidak hanya terbatas pada kepentingan individual, namun turut melibatkan ranah
sosial yang lebih komprehensif, meliputi upaya pelestarian masyarakat sebagai
entitas kolektif yang menopang pelaksanaan misi keberadaan manusia di muka
bumi. Misi kekhalifahan yang diamanahkan kepada manusia dalam perspektif
Islam tidak dapat dilaksanakan secara individual, melainkan meniscayakan
keberadaan masyarakat sebagai wadah kolektif. Aktivitas tersebut menuntut

kolaborasi antaranggota masyarakat, di mana setiap individu berkontribusi

24 Muhammad al-Marakibi, “A/-Hadathah Wa Tahawwulat al-Khitab al-Maqasidi: Nahwa
Figh Sail” Journal of Islamic Ethics 3,2019, 10-11.
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melengkapi peran yang lain, sehingga tercipta suatu sistem kerja kolektif yang
memungkinkan misi kekhalifahan itu terwujud secara utuh. Konsep kolektivitas
ini merupakan karakteristik khas dalam ajaran Islam, yang membedakannya
dari sebagian ajaran agama lain yang cenderung menitikberatkan pada aspek
individual dan spiritual semata, seperti pemurnian jiwa secara personal.?
Konsep dimensi sosial dalam kolektivitas ini secara tidak langsung
mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat (hifz al-mujtama’),
pemeliharaan harta (hifz al-mal), dan pelestarian lingkungan (hifz al-bi’ah).
Ketiga aspek ini menjadi pilar penting dalam mendukung terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip ini memfokuskan
urgensi kesepadanan antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan
perlindungan lingkungan hidup. Islam menawarkan paradigma khas dalam
memandang pembangunan berkelanjutan yang berakar pada tiga prinsip
fundamental, yakni tauhid (pengakuan terhadap keesaan Tuhan), khilafah
(fungsi manusia menjadi pemakmur kehidupan di bumi), dan mas uliyyah
(tanggung jawab moral dan sosial). Oleh karena itu, pembangunan dalam
perspektif Islam tidak hanya dipahami dalam konteks material dan ekonomi
semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, etika, dan sosial. Islam
secara tegas menolak ekploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan pada
saat yang sama mendorong distribusi kekayaan yang adil serta perlindungan

terhadap lingkungan sebagai bagian dari amanah ilahiyyah. Dengan demikian,

25> Abd al-Majid al-Najjar, Magasid Al-Shari’ah Bi Ab’ad Jadidah, ed. 2 (Beirut: Dar al-
Gharb al-Islam, 2008), 143.
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pembangunan harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa
kini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hidup generasi
mendatang, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan duniawi dan

ukhrawi sebagai bagian integral dari visi Islam terhadap kehidupan.?®

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Kajian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, yaitu dokumen
dan data dikumpulkan lalu dianalisis dari berbagai literatur yang bersifat
eksploratif dan analitis. Untuk aplikasi pendekatan dalam kajian ini adalah
normatif-historis, yakni dengan mengkaji peraturan dan kebijakan publik
pada prinsip maslahah dan maqasid al-shari’ah, untuk melihat bagaimana
konsep tersebut diaplikasikan dalam kebijakan publik yang sejalan dengan
sejarah perkembangan wacana keilmuan magqasid al-shari’ah kontemporer.
Kemudian, fokus pada analisis terhadap relevansi dan tantangan dalam
pengambilan keputusan modern dalam sebuah diskursus kajian yang diteliti.
2. Sumber Data
Penelitian ini didukung oleh dua indikator sumber data, yaitu primer
dan sekunder. Sumber data primer berupa dokumen kebijakan Ibu Kota
Nusantara, Undang-Undang, serta roadmap IKN. Adapun sumber sekunder
berasal dari referensi-referensi kitab seperti a/-/jtihad al-Maqasidi: Min al-

Tasawwur al-Usuli Ila al-Tanzil al-'llmi, yang memiliki keterkaitan dengan

26 Mustafa ’Atiyah Jum’ah, Al-Islam Wa al-Tanmiyyah al-Mustadamah: Ta’sil FT Daui al-
Figh Wa Usulih, ed. 1 (Kairo: Shamsu li al-Nashr wa al-I’lam, 2017), 175-178.
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beberapa kitab turath, seperti kitab Ri'ayah al-Biah i Shari'ah al-Islam, al-

Islam wa al-Tanmiyyah al-Mustadamah. Ta'sil fi Daui al-Figh wa Usulih,

al-Manhajiyyah al-Maqasidiyyah nahwa ['adah Siyagah Mu'asirah Iil

Ijtihad al-Islami, al-Tanmiyah al-Mustadamah wa 'Alagatiha bi Figh al-

Masalih, Magqasid al-Shari’ah bi Ab'ad Jadidah, Nahwa Tafil Magqgasid al-

Shari'ah, Tafil Maqasid al-Shari'ah fi al-Majal al-Siyasi, Dawabit al-

Masiahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, al-Siyasat al-‘Ammah nahwa

Daulah wa Mujtama’ al-Khair al-Mushtarak, dan beberapa referensi yang

memiliki kaitan dengan judul penelitian.

. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi metode dokumentasi untuk pengumpulan
data, di mana peneliti berperan instrumen utama. Teknik yang diterapkan
dalam metode ini meliputi:

a. Searching. Mencari dokumen kebijakan Ibu Kota Nusantara, Undang-
Undang, roadmap IKN, serta literatur berupa kitab mas/ahah klasik dan
kontemporer terkait dengan mas/ahah dan kebijakan publik.

b. Collection. Mengumpulkan dokumen kebijakan Ibu Kota Nusantara,
Undang-Undang, roadmap IKN, serta literatur berupa kitab maslahah
klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Check-list. Menyeleksi objek serta menandai objek yang diteliti terkait
sumber, metode, validitas, dan subjek maslahah terhadap kebijakan

publik.
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4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis yang diaplikasikan untuk menganalisis data yaitu
pendekatan maqgasid al-shari’ah untuk memahami bagaimana konsep
maslahah dapat terealisasi dalam kebijakan publik dan diintegrasikan secara
menyeluruh melalui furath analysis, yaitu pendekatan metodologis terhadap
turath menggunakan berbagai teknik analisis, antara lain:

a. Analisis struktural, yaitu pola analisis yang dilakukan melalui
pembacaan tekstual terhadap sumber data, baik dari dokumen kebijakan
Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang, roadmap IKN, serta literatur
lainnya berupa kitab al-/jtihad al-Magqasidi: Min al-Tasawwur al-Usuli
1la al-Tanzil al-'lImi, al-Islam wa al-Tanmiyyah al-Mustadamah: Ta'sil
fi Daui al-Figh wa Usulih, al-Manhajiyyah al-Maqasidiyyah nahwa
l'adah Siyagah Mu'asirah [il [jtihad al-Islami, al-Tanmiyah al-
Moustadamah wa 'Alaqgatiha bi Figh al-Masalih, Maqgasid al-Shari'ah bi
Ab'ad Jadidah, Nahwa Tafil Maqasid al-Shari'ah, Ri'ayah al-Biah fi
Shari'ah al-Islam, Tafil Maqgasid al-Shari'ah i al-Majal al-Siyasi,
Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, al-Siyasat al-
‘Ammah nahwa Daulah wa Mujtama’ al-Khair al-Mushtarak, dan
beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Analisis historis, yaitu teknik yang menghubungkan data dari analisis
struktural dengan berbagai aspek, seperti konsep, perkembangan, dan

integrasi maslahah yang diterapkan.
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c. Kiritik ideologis, yaitu analisis yang mengungkapkan keselarasan nilai,
distorsi makna dan konsep maslahah, implementasi prinsip Islam, serta

respon dan kritik para ahli di bidangnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi lima bab. Bab pertama,
yang berfungsi sebagai pendahuluan, akan memaparkan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, serta gambaran umum sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua, peneliti akan menyajikan tinjauan kajian
kebijakan publik dalam pemerintahan Islam yang meliputi studi-studi
terdahulu, serta konsep maslahah dan perkembangannya dalam wacana
keilmuan magqasid al-shari’ah kontemporer.

Adapun dalam bab ketiga, peneliti akan memaparkan analisis kajian
kebijakan pembangunan IKN dan kerangka maslahah (hifz al-mal dan hifz al-
mujtama’) terhadap dinamika sosial pembangunan yang mencakup kebijakan
sosial, dinamika pertumbuhan ekonomi, serta kerangka berpikir ulama
kontemporer terhadap kajian tersebut.

Selanjutnya dalam bab keempat akan menyajikan proses analisis data
berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan IKN dan relevansi
terhadap maslahah ekologi (hifz al-bi’ah), yang mencakup kebijakan
lingkungan, dampak dan dinamika yang terjadi, serta memberikan gambaran

komprehensif mas/ahah dari hasil penelitian dan analisisnya.
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Sebagai bab penutup, bab kelima akan merangkum temuan penelitian
untuk menjawab rumusan masalah secara tegas, serta memberikan rekomendasi

yang bermanfaat untuk ranah akademik maupun praktis.



BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam
Islam yang berperan sebagai prinsip normatif yang dijalankan secara
partisipatif, transparan, dan berkeadilan melalui pendekatan maslahah, serta
untuk mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan
fokus pada tiga dimensi utama, yaitu prinsip A7tz al-mal pada aspek ekonomi,
prinsip hifz al-mujtama’ pada aspek sosial, dan prinsip Aifz al-bi’ah pada aspek
ekologis. Dengan menggunakan pendekatan penelitian menggunakan
pendekatan normatif-historis berbasis studi pustaka dan analisis normatif,
penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ketiga prinsip mas/ahah tersebut
dapat digunakan sebagai alat analisis kritis terhadap kebijakan publik,
khususnya dalam konteks pembangunan nasional yang kompleks dan
multidimensional seperti proyek TKN.

Pertama, dari perspektif ekonomi, pembangunan IKN dianalisis melalui
prinsip hifz al-mal, yang merujuk pada kemaslahatan pembangunan sebuah ibu
kota yang berlandaskan pada konsep perkembangan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan. Prinsip Aifz al-mal dalam kajian maqgasid yang
awalnya dipahami sebagai pemeliharaan terhadap harta direkonstruksi oleh
ulama magasid sebagai bentuk perkembangan ekonomi baru dalam
pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, proyek IKN diklaim dapat

menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas jaringan investasi,



142

serta mendukung transformasi digital dan ekonomi hijau. Meski kebijakan
ekonomi IKN pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan
umum, tetap diperlukan evaluasi menyeluruh agar manfaat ekonomi tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan ekologis.

Kedua, dalam aspek sosial, pembangunan IKN mengusung prinsip
inklusivitas dan keberagaman yang sejalan dengan konsep hifz al-mujtama’.
Kebijakan pembangunan sosial yang memperhatikan keamanan, kesejahteraan,
serta keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan, anak-anak, dan
masyarakat adat, mencerminkan usaha untuk mewujudkan kemaslahatan sosial
yang berakar pada prinsip Aifz al-mujtama’. Namun, implementasi di lapangan
masih menyisakan berbagai tantangan terutama dalam hal potensi ketimpangan
sosial dan marginalisasi kelompok rentan yang perlu diantisipasi secara serius.

Ketiga, dalam aspek ekologis, IKN diproyeksikan sebagai kota masa
depan berbasis prinsip kota hutan (forest city), yang menjadikan pelestarian
lingkungan sebagai elemen sentral. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hifz
al-bi’ah (perlindungan lingkungan), yang merupakan bagian penting dari
maqasid al-shari’ah kontemporer. Konservasi ekosistem, penggunaan energi
terbarukan, dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan menunjukkan
bahwa kebijakan pembangunan IKN mengarah pada pemenuhan kemaslahatan
ekologis. Meski demikian, praktik yang terjadi di lapangan menyoroti risiko
degradasi lingkungan dan deforestasi kawasan hutan akibat pembangunan skala
besar tetap menjadi tantangan yang membutuhkan pengawasan ketat dan

komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
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Dalam penelitian ini, pendekatan magqgasid al-shari’ah tidak semata
digunakan sebagai alat justifikasi terhadap kebijakan publik yang sedang
berlangsung, melainkan diarahkan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam
pengembangan pendekatan maqgasid kontemporer. Penelitian ini berupaya
mendorong pemaknaan ulang terhadap prinsip-prinsip klasik seperti hifz al-
mal, hifz al-mujtama’, dan hifz al-bi’ah agar lebih kontekstual dengan

kompleksitas kebijakan publik modern.

. Saran

Analisis dan temuan dalam kajian keilmuan ini mengindikasikan
perlunya beberapa usulan untuk diajukan sebagai kontribusi teoritis dan praktis
dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertama, transparansi dan
akuntabilitas pada aspek ekonomi menjadi hal yang urgen penting untuk
memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar memberikan kemaslahatan
bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Penggunaan konsep
maslahah, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum bisa dijadikan dasar dalam
menimbang setiap kebijakan investasi dan pembangunan, agar tidak
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberimbangan. Akhirnya,
pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi contoh nyata dari sinergi antara
nilai dan prinsip Islam universal serta kemajuan teknologi, sehingga menjadi
kota masa depan yang bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga bermartabat
secara spiritual dan sosial.

Kedua, pembangunan IKN harus memastikan adanya perlindungan

terhadap hak-hak masyarakat lokal dan komunitas adat. Pemerintah perlu
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mengadopsi pendekatan partisipatif dan dialogis dalam setiap tahapan
pembangunan, guna menghindari terjadinya ketimpangan sosial dan
marginalisasi kelompok rentan.

Ketiga, prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu pilar
utama pembangunan IKN harus dijaga secara konsisten. Untuk itu, dibutuhkan
sistem pengawasan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis data, guna
mencegah terjadinya degradasi ekologis yang dapat mengancam kemaslahatan
jangka panjang.

Berdasarkan temuan studi ini, peneliti merekomendasikan langkah-
langkah tertentu kepada para akademisi untuk melanjutkan penelitian IKN dari
berbagai aspek, seperti dalam konteks cyber security dari konsep hifz al-amn,
tinjauan teknologi cerdas IKN dan Al dari konsep /ifz al-‘aql, tinjauan lahan
pertanahan dalam kaidah ushul fikih, dll. Karena setiap akademisi perlu
memperhatikan pemahaman dalam materi syariat Islam sebagai pembahasan
penting dalam memahami cara menganalisis suatu fenomena atau keadaan
ketika terdapat pemahaman yang kurang sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat

Islam.
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